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SOP PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG 

 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang sudah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

4. Pasal 206 Rbg/195 HIR 

5. KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas 

dan Adminstrasi Peradilan. 

6. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. 

7. PMK Nomor 27/PMK.06/2016, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

8. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasoinal Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 
Berada di Bawahnya. 

9. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur 

 

1. Memahami Pola Bindalmin. 

2. Memahami dan menguasai hukum 

acara/hukumformil dan hukum materiil. 

3. Memahami perkembangan hukum acara/hukum 

formil dan hukum materiil melalui Bintel. 

4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan 

persidangan. 

5. Dapat mengoperasikanaplikasi SIPP 

 

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 

1. SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan 

2. SOP Register Perkara Permohonan / Gugatan 

3. SOP Pembuktian 

 

Komputer, Jaringan internet, Buku Register, Berkas 

Perkara, Aplikasi SIPP, Buku Referensi, kendaraan, 

alat bukti obyek sengketa. 

PERINGATAN PENCATATAN DAN  PENDATAAN 

1. Jika pembuktian tidak dilakukan, maka pemeriksaan terhadap obyek sengketa 

akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan/putusan.  

2. Jika tahapan pemeriksaan setempat tidal dilakukan, maka 

kesesuaian/kecocokan obyek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan 

belum dapat diverifikasi kesesuaiannya. 

 

Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam 

BAS, data kehadiran para pihak dan Data tahapan 

persidangan tercatat pada buku register gugatan dan 

terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses 

publik. 

 

SOP PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG 

NO. Kegiatan 
Pelaksana Mutu Baku 

Ketua 
Panitera 
Penganti 

JS/JSP Meja I Meja II Kasir Pihak Kelengkapan Waktu Output Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Pemohon eksekusi menghadap 
petugas meja I dan mengajukan 
permohonan Eksekusi 
Pembayaran Sejumlah Uang 

       Surat Permohonan 5 
menit 

Daftar 
Permohonan 

Eksekusi 
Pembayaran 

Sejumlah 
Uang 

 

2 Pemohon Eksekusi 
menyerahkan kepada 
pemegang Kas (Kasir), bukti 

penyetoran Bank, SKUM dan 
Surat Permohonan Eksekusi 
Pembayaran Sejumlah Uang. 

       Surat Permohonan 
Eksekusi 

Pembayaran 

Sejumlah Uang dan 
bukti setoran Bank 

10 
menit 

Persiapan 
verifikasi 
data obrik 

 

3 Petugas Kasir menerima Surat 

Permohonan Eksekusi 
Pembayaran Sejumlah Uang 

      

 

 Surat Permohonan 

Eksekusi Lelang 
dan SKUM 

30 

menit 

Verifikasi 

data obrik 
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SOP PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG 

NO. Kegiatan 
Pelaksana Mutu Baku 

Ketua 
Panitera 

Penganti 
JS/JSP Meja I Meja II Kasir Pihak Kelengkapan Waktu Output Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

disertai dengan asli SKUM dari 
Pemohon Eksekusi. 

 

4 Petugas Kasir membukukan 
uang panjar biaya Eksekusi 
Pembayaran Sejumlah Uang 
yang tercantum dalam SKUM 
pada buku Jurnal Keuangan 
Eksekusi. 

       Jurnal Keuangan 
Eksekusi 

2 
jam 

Verifikasi 
data obrik 

 

5 Petugas memberi nomor 
Register pendaftaran pada 
SKUM. Petugas Kasir 
menyerahkan kembali Surat 
Permohonan Eksekusi 
Pembayaran Sejumlah Uang 

beserta asli SKUM kepada 
Pemohon Eksekusi. 

       Register induk 
Eksekusi 

10 
menit 

Penjelasan 
data 

 

6 Petugas menerima Surat 
Permohonan Eksekusi 

Pembayaran Sejumlah Uang 
dan asli SKUM dari Pemohon 
Eksekusi. 

       Data yang telah di 
verifikasi 

20 
menit 

Penjelasan data  

7 Petugas menyerahkan Surat 

Permohonan Eksekusi 
Pembayaran Sejumlah Uang 
kepada Petugas Register 
Permohonan Eksekusi. 

       Data yang telah di 

verifikasi 

5 

menit 

Penjelasan data  

8  Petugas menyerahkan 1 (satu) 
rangkap Surat Permohonan 
Eksekusi Pembayaran 
Sejumlah Uang kepada 
Pemohon Eksekusi beserta 
lembar pertama SKUM. 

       Berkas perkara, 
data yang telah 

diverifikasi 

5 
menit 

Data 
lengkap 
Obyek 

Sengketa 

 

9 Pelimpahan Berkas 
Permohonan  Surat 
Permohonan Eksekusi 
Pembayaran Sejumlah Uang, 
oleh Petugas Meja II kepada 
kepada Ketua Pengadilan 
Agama. 

       Berkas perkara, 
data yang telah 

diverifikasi 

20 
menit 

Data 
lengkap 
Obyek 

Sengketa 

 

10 Ketua Pengadilan Agama 
membuat Penetapan dan 
Panitera untuk Sidang 
Aanmaning. 

       Berkas perkara, 
data yang telah 
diverifikasi dan 

penjelasan 

10 
menit 

Persiapan 
penutupan 

sidang 

 

11 Jurusita/Jurusita Pengganti 
melakukan pemanggilan 
terhadap pihak Termohon 
Eksekusi untuk hadir pada 

sidang Aanmaning. 

       Berkas Perkara, 
 

5 
menit 

Relaas 
Panggilan 
Para Pihak 

 

12 Ketua Pengadilan Agama 
dibantu oleh Panitera 
Pengganti melaksanakan 

Aanmaning/ Teguran terhadap 
Termohon Eksekusi 
Membayaran Sejumlah Uang 
kepada Pemohon Eksekusi 
secara Suka Rela. 

       Berkas perkara 5 menit Para Pihak 
Sidang 

Aanmaning 

 

13 Termohon Eksekusi diberikan 
waktu untuk Membayaran 
Sejumlah Uang selama 8 
(delapan) hari secara suka rela 
kepada Pemohon Eksekusi 
sejak Sidang Aanmaning. 

       Berkas Perkara, 
Data yang telah 
diverifikasi dan 

Penjelasan 

15 
menit 

Penjelasan  

14. Pemohon Eksekusi melaporkan 
kepada Ketua Pengadilan 
Agama bahwa Termohon  
Eksekusi tidak melaksanakan 
Isi Teguran Secara Suka Rela 
meskipun sudah diberi waktu 

selama 8 (delapan) hari. 

       Berkas Perkara, 
Data yang telah 
diverifikasi dan 

Penjelasan 

10 
menit 

Laporan 
Pihak 

Pemohon 
Eksekusi 

tentang hasil 
Aanmaning 

 

15 Ketua Pengadilan Agama 
menetapkan Panitera untuk 
melaksanakan Eksekusi 

Pembayaran Sejumlah Uang. 

       Berkas Perkara, 
Data yang telah 
diverifikasi dan 

Penjelasan 

 Penetapan 
Eksekusi 

Pembayaran 

Sejumlah 
Uang 

 

 



 

SOP PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG 

NO. Kegiatan 
Pelaksana Mutu Baku 

Ketua 
Panitera 

Penganti 
JS/JSP Meja I Meja II Kasir Pihak Kelengkapan Waktu Output Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16 Jurusita/Jurusita Pengganti 
melaksanakan Pemberitahuan 
Eksekusi kepada Termohon 
Eksekusi. 

       Berkas Perkara, 
Penetapan Eksekusi 

Pembayaran 
Sejumlah Uang 

 Relaas 
Pemberitahu
an Eksekusi 

 

17 Panitera melaksanakan 
Eksekusi Pembayaran 
Sejumlah Uang dan membuat 
Berita Acara Eksekusi 
Pembayaran Sejumlah Uang. 

       Berkas Perkara, 
Surat Permohonan 
Ekskeusi Lelang  

3  
hari 

Pemberitahu
an Eksekusi 
Pembayaran 

Sejumlah 
Uang 

 

18 Panitera melaporkan bahwa 
Eksekusi Pembayaran 
Sejumlah Uang telah 
dilaksanakan. 

       Berkas Perkara, 
Surat Permohonan 

Eksekusi 
Pembayaran 

Sejumlah Uang, 

Pemberitahuan 
Eksekusi. 

 Berita Acara 
Eksekusi 

Pembayaran 
Sejumlah 

Uang 

 

19 Petugas Register mencatat 
Berita Acara Eksekusi 

Pembayaran Sejumlah Uang 
dalam Buku Induk Register 
Eksekusi. 

       Berkas Perkara 
Eksekusi, Berita 

Acara Eksekusi 

1 
Jam 

Penutupan  

  

 

DOKUMEN MASTER :    √      

DOKUMEN TERKENDALI :  NO. SALINAN : ___ ___ ___ 

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :       

DOKUMEN KADALUARSA :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO 

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun 

tanpa seijin PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO 


